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ABSTRACT 

 

 
Johanes P. Jowangkay, 2020. THE CORPORATE CRIMINAL 

RESPONSIBILITY TOWARDS A CRIMINAL ACT OF ILLEGAL 

DEFORESTATION REVIEWED FROM LAW NUMBER 18 OF 2013 

CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF 
ILLEGAL DEFORESTATION. Supervised by Annita T. S. F. 
Mangundap, S.H., M.H., and  Helena B. Tambajong, S.H., M.H. 

 

Indonesia has enormous wealth of biological natural resources, one of 

them is the forests. Forests are natural resources that are controlled by the state 

and are used for the prosperity of the people. Therefore, it is necessary to have 

regulations, controls, and limits for those who use forests so that forest damage, 

environmental pollution, and state losses can be prevented. This is because in 

recent years there has been a lot of f orest destruction due to illegal logging, 

illegal forest use, and others related to organized crime of forest destruction. 

Therefore, in 2013 the government took the initiative to ratify the Law Number 

18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Illegal Deforestation 

called P3H Law. However, there are still many criminal acts of illegal 

deforestation committed by corporations and people. Therefore, the writer 

discusses in more detail about the effectiveness of the implementation of the 

P3H Law on perpetrators of illegal deforestation crime and how is the 

corporate criminal responsibility for perpetrators of illegal deforestation 

crime. The research method used was the normative juridical research, referring 

to library research and data in the form of writings from credible sources. From 

the results of the study, the writer concluded that the implementation and the 

corporate criminal responsibility for perpetrators of illegal deforestation is still 

relatively weak because there is no synchronization between the laws and the 

regulation, the purpose of the regulation, the content, and its implementation. 

 

Keywords: Criminal Responsibility, Corporate, Illegal Deforestation 
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ABSTRAK 

 

 

Johanes P. Jowangkay, 2020. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. Dibimbing oleh Annita 

T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H. 

 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat luas, 

salah satunya yaitu hutan. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh 

negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh 

karena itu, maka perlu adanya peraturan, pengendalian, serta batasan-batasan 

untuk mereka yang memanfaatkan hutan agar tidak terjadi kerusakan hutan, 

pencemaran lingkungan, serta kerugian negara. Hal ini dikarenakan dalam 

beberapa tahun terakhir banyak terjadi kerusakan hutan karena pembalakan hutan 

secara liar, pemanfaatan hutan secara liar, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

tindak pidana perusakan hutan secara terorganisasi. Maka dari itu, tahun 2013 

pemerintah berinisiatif untuk membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau disebut UU P3H. 

Namun kenyataannya, masih banyak terjadi tindak pidana perusakan hutan yang 

dilakukan oleh korporasi, dan juga kriminalisasi terhadap masyarakat. Maka dari 

itu, penulis membahas lebih detail mengenai efektifitas penerapan UU P3H 

terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan serta bagaimana 

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana perusakan 

hutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, 

mengacu pada pada penelitian kepustakaan serta data-data berupa tulisan-tulisan 

dari sumber yang kredibel. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa penerapan serta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku 

perusakan hutan masih terbilang lemah karena tidak adanya sinkronisasi antara 

peraturan perundang-undangan, tujuan peraturan tersebut dibuat, isi materi 

muatan, serta implementasinya. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Perusakan Hutan  
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